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PERKEMBANGAN MANAJEMEN STRATEGIS

Manajemen strategis yang dikenal saat ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan telah melalui tahapan-tahapan yang sangat penting. Pada awalnya pemikiran tentang strategis dalam mengelola sebuah organisasi masih sangat sederhana masih sesuai dengan keadaan lingkungan yang dapat mempengaruhinya. Model  perencanaan strategis tetap sangat sederhana ketika lingkungan organisasi  normal dan sesuai dengan kepentingan  organisasi maka yang terjadi hanya berfokus pada pemenuhan standar kinerja manajemen yang telah ditetapkan, termasuk standar produk dan standar keuangan. Dengan strategi penelitian lingkungan,  profil identitas, misi dan visi seperti yang kita kenal saat ini, strategi manajemen semakin modern dan maju, sehingga organisasi dapat tetap menjalin hubungan yang erat terkait dengan indikasi pada apa yang diinginkan organisasi dan tentunya keseluruhan strategi ini memerlukan banyak pemikiran, tidak terjadi secara instan.
Perkembangan sejarah manajemen strategis dimulai pada tahun 400 SM, ketika istilah "strategi" digunakan di tentara Yunani untuk merujuk pada ilmu pengetahuan, seni dan kualitas seorang jenderal militer yang efektif. Istilah ini kemudian dianggap sinonim dengan istilah “strategi” saat ini. Konsep dan teknik manajemen strategis telah berkembang  dengan cara yang berbeda-beda selama bertahun-tahun, dimulai pada tahun 1970an. Konsep manajemen strategis mendapat perhatian dunia pada tahun 1990an. Hal penting yang perlu disebutkan di sini adalah bahwa “perencanaan strategis” berupaya untuk meningkatkan daya tanggap  pasar dan daya saing dengan mencoba berpikir  strategis. Disisi lain, manajemen strategis mencari keunggulan kompetitif dan pertumbuhan pasar yang berkelanjutan dengan mengelola seluruh sumber daya organisasi secara efektif.
Jika dikaitkan dengan trend ketika itu yang diwarnai revolusi industri yang ditujukan pada usaha untuk berproduksi seba-nyak-banyaknya dengan biaya yang serendah-rendahnya (era produksi masal), maka perhatian manajemen lebih ditujukan pada terbentuknya mekanisme produk-si yang efisien, dengan semangat yang dianut manajemen pada tahap ini adalah pengendalian manajemen. Target yang hendak dijadikan ukuran penilaian kinerja adalah memenuhi anggaran yang telah ditetapkan (daya serap anggaran) dengan demikian organisasi memiliki mentalitas proses produksi, pada organisasi non profit kecenderungannya berada pada lemahnya penggunaan anggaran dan sumda manusia, rendahnya kualitas output dan berkembangnya ekonomi biaya tinggi. Model tahap ke dua dikenal sebagai perencanaan jangka panjang (long range planning) pada dasarnya tidak berbeda jauh dengan model yang ada pada tahapan pertama. Semua konsep teknik, dan alat analisa yang digunakan pada model tahap pertama tetap digunakan, hanya saja pada tahapan kedua ini organisasi sudah mulai menerapkannya untuk jangka waktu panjang. Oleh karenanya secara teknis dilakukan peramalan ke depan, namun teknik analisa peramalan yang digunakan masih sepenuhnya mendasarkan diri pada data historis. De-ngan demikian, anggapan linieritas juga masih berlaku. Yang khas dari tahapan ini adalah, mulai dikenalnya pemrograman dan penganggaran, model kedua ini dikenal setelah perang dunia II berakhir, tahun lima puluhan ketika ekonomi dunia sedang tumbuh.
Tema utama pada awal tahun 1950an masih berkisar pada penganggaran dan pengendalian keuangan (budget and financial control) dan pada akhir tahun 1950an, teori manajemen strategis kemudian berkembang dengan penekanan pada penekanan yang kuat pada integrasi fungsional di seluruh produksi, pemasaran, keuangan dan manusia. sumber daya. berfungsi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pada tahun 1960an, tema utama strategi beralih ke  perencanaan bisnis, yang merupakan rencana kompleks yang mencakup perkiraan rinci tentang keadaan perekonomian dan pasar tertentu. Pada tahun 1970-an, perencanaan bisnis strategis dikembangkan dengan fokus pada integrasi fungsi manajemen yang kemudian berkembang menjadi perencanaan strategis dan kebijakan  perusahaan. Pada tahun 1980an, konsep Manajemen Strategis muncul, dengan fokus pada pengembangan keahlian internal perusahaan dengan menggunakan keterampilan utama dan merespons dengan cepat terhadap perubahan lingkungan eksternal.
Pada mulanya pikiran strategis dalam pengelolaan organisasi amat sederhana sesuai dengan lingkungan yang mempengaruhinya. "etika lingkungan organisasi cenderung stabil dan selalu seirama dengan kepentingan organisasi maka model perencanaan strategik yang ada amat sederhana hanya memberikan titik berat pada pemenuhan standar-standar operasional yang telah ditentukan oleh manajemen, khususnya standar keuangan dan produktivitas (output). Berbeda halnya dengan ketika lingkungan organisasi telah se-ring berubah dan cenderung memiliki tingkat turbulensi yang tinggi, seperti yang terjadi sekarang ini. Lingkungan organisasi berubah secara tidak terduga dan dengan arah yang tidak jelas. Perencana mulai memiliki tingkat kompleksitas yang lebih tinggi. Manajemen tidak saja dituntut untuk mengantisipasi masa depan, tetapi bahkan juga diminta untuk mempengaruhi masa depan itu sendiri. Prinsip time series, regresi linier (linieritas) cenderung tak berlaku dan sebagai gantinya manajemen selalu diminta untuk memiliki skenario banyak (kontinjensi) dan siap mengahadapi adanya diskontinuitas.
Perhatian manajemen tidak hanya terfokus pada manajemen keuangan tetapi tampaknya harus lebih diarahkan pada manajemen produksi (mengembangkan kemampuan/kekuatan), pemasaran (sosialisasi) dan jasa pelayanan (publik) khususnya dalam perumusan dan eksekusi strategi bersaing yang kompetitif. Dengan penyederhanaan yang agak berlebihan, sejarah perkembangan manajemen strategik, dengan menggunakan tolok ukur waktu di negara maju dapat dikelompokkan dalam empat tahapan berikut ini:
• Anggaran dan pengawasan keuangan
• Perencanaan jangka panjang
• Perencanaan strategik
• Manajemen strategik
Anggaran organisasi dan pengawasan keuangan (internal) adalah model perencanaan organisasi yang dikenal pertama kali oleh para pemimpin/eksekutif organi-sasi. Model ini ditemukan pada awal dasawarsa empat puluhan yang lalu, ketika pada masa itu lingkungan organisasi masih cenderung memiliki tingkat stabilitas yang tinggi, hal ini tidak berarti bahwa model semacam ini tidak lagi dijumpai.
Biasanya model ini masih di-gunakan oleh organisasi yang relatif muda dan berukuran kecil. Dengan demikian jangan heran jika kadang kala proses dan hasil perencanaan yang ada hanya berada dan bersumber dari pikiran eksekutif manajemen, belum diwujudkan dalam bentuk tertulis. Perencanaan hanya melakukan estimasi kegiatan dan biaya untuk masa satu tahun yang akan datang, oleh karena itu sebenarnya belum dapat disebut perencanaan strategis karena masih berdimensi waktu amat pendek, dan belum dijumpai anggaran investasi jangka panjang.
Jika dikaitkan dengan trend ketika itu yang diwarnai revolusi industri yang ditujukan pada usaha untuk berproduksi seba-nyak-banyaknya dengan biaya yang serendah-rendahnya (era produksi masal), maka perhatian manajemen lebih ditujukan pada terbentuknya mekanisme produk-si yang efisien, dengan semangat yang dianut manajemen pada tahap ini adalah pengendalian manajemen. Target yang hendak dijadikan ukuran penilaian kinerja adalah memenuhi anggaran yang telah ditetapkan (daya serap anggaran) dengan demikian organisasi memiliki mentalitas proses produksi, pada organisasi non profit kecenderungannya berada pada lemahnya penggunaan anggaran dan sumda manusia, rendahnya kualitas output dan berkembangnya ekonomi biaya tinggi. Model tahap ke dua dikenal sebagai perencanaan jangka panjang (long range planning) pada dasarnya tidak berbeda jauh dengan model yang ada pada tahapan pertama. Semua konsep teknik, dan alat analisa yang digunakan pada model tahap pertama tetap digunakan, hanya saja pada tahapan kedua ini organisasi sudah mulai menerapkannya untuk jangka waktu panjang. Oleh karenanya secara teknis dilakukan peramalan ke depan, namun teknik analisa peramalan yang digunakan masih sepenuhnya mendasarkan diri pada data historis. De-ngan demikian, anggapan linieritas juga masih berlaku. Yang khas dari tahapan ini adalah, mulai dikenalnya pemrograman dan penganggaran, model kedua ini dikenal setelah perang dunia II berakhir, tahun lima puluhan ketika ekonomi dunia sedang tumbuh.
Dalam model ketiga yang amat berbeda dengan sebelumnya, mengetengahkan berbagai konsep dan analisa baru yang disebabkan karena lingkungan organisasi telah banyak berubah, khususnya sejak dasawarsa enam puluhan dimana ekonomi tumbuh tidak sepesat sebelumnya. Tingkat persaingan antar organisasi semakin tajam, sehingga diperlukan analisa perkembangan lingkungan strategik. Di sinilah sesungguhnya pola pokok berfikir strategis dalam manajemen di-mulai, dan dasar-dasar dari model manajemen strategik mulai tebentuk. Pada dasawarsa tujuh puluhan diperkenalkan konsep segmentasi, dimana misi organisasi yang semakin luas di -akomodasikan dalam struktur kemandirian divisional sebagai unit usaha strategik yang digunakan untuk memahami proses organisasi dihadapkan dengan analisa lingkungan strategik. Dan disaat yang sama, juga diintrodusir berbagai strategi pokok (grand strategy) seiring dengan diperkenalkan profil/postur organisasi.
Perencanaan strategik sebagai alat bantu pengambilan keputusan manajerial mengalami pasang surut, diawali dari grand strategy yang dikembangkan oleh Letjen Ali Moertopo pada dasawarsa tujuh puluhan dengan menggunakan teknik analisa peramalan jangka panjang melalui prasyarat stabilitas di mana-mana, yang disebabkan karena kepentingan pembangunan harus didukung oleh stabilitas yang tinggi, Seirama dengan kepentingan tersebut maka model perencanaan strategis yang ada memiliki bentuk yang kompleks dan ekstensif sebagai contoh adalah Sisjemen Sumda Han-kamneg, Sisrenstra Hankamneg.
Perkembangan manajemen strategis di Indonesia :
1. Orde Lama
Setelah Negara Kesatuan Republik Indonesia merdeka (1945 – 1950), pada masa awal kemerdekaan, kondisi perekonomian dan keuangan sedang kurang baik, penyebabnya adalah tingginya inflasi akibat peredaran uang yang tidak terkendali, bahkan melebihi ‘mata uang yang beredar’. Untuk mengatasi masalah kesulitan perekonomian, Pemerintah Indonesia telah melakukan banyak upaya, antara lain: 
a. Pada bulan Juli 1946, Ir. Surachman, Menteri Keuangan saat itu, meluncurkan Program Pinjaman Nasional dengan persetujuan  BP-KNIP. 
b. Melakukan perundingan beras dengan  India untuk mematahkan blokade, menjalin kerjasama dengan perusahaan swasta  di Amerika, serta mematahkan blokade yang dipimpin Belanda di Sumatera untuk mendapatkan akses ke  Malaysia dan Singapura 
c. Pada Februari 1946, Konferensi Ekonomi 
d. Pada tanggal 19 Januari 1947, Dewan Perencanaan Ekonomi dibentuk. 
e. Tahun 1948 mengadakan Rasionalisasi Kekuatan Perang (Rera) dan Rekonstruksi 
f. Inti dari rencana Kasimo  adalah upaya mencapai swasembada pangan dengan menerapkan arahan praktis yang ada.

2. Masa Demokrasi Liberal (1950-1957)
Masa liberal berlangsung pada tahun 1950 hingga 1957 karena pada saat itu sistem ekonomi dan politik menggunakan prinsip liberal. Saat itu pengusaha dalam negeri masih belum memiliki kemampuan bersaing dan masih lemah terhadap pengusaha asing, khususnya pengusaha Tiongkok. Ketika Indonesia baru merdeka, sistem liberal  akhirnya  memperburuk keadaan perekonomian.
3. Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1967)
Indonesia menganut sistem demokrasi  terpimpin dan struktur perekonomian Indonesia menghasilkan sistem negara yang segala sesuatunya diatur oleh pemerintah setelah dikeluarkannya “keputusan presiden” pada tanggal 5 Juli 1959. Dengan menggunakan sistem demokrasi terpimpin diharapkan dapat mempunyai dampak yang lebih baik yaitu menciptakan kesejahteraan dan kesetaraan dalam masyarakat, lintas sektor ekonomi, masyarakat dan politik (Sekolah Sosialisme). Namun kebijakan yang diambil pemerintah belum mengatasi permasalahan ekonomi dan moneter; Faktanya, kondisi ini menjadi lebih buruk karena pemerintah membelanjakan terlalu banyak hal yang tidak perlu atau menggunakan anggarannya secara hemat. Pemerintah telah melaksanakan banyak proyek penting, yang menyebabkan ketegangan politik dengan negara-negara Barat dan Malaysia. Akibatnya salah satu akibat yang ditimbulkan oleh masyarakat Indonesia yang memilih menerapkan sistem demokrasi terpimpin, artinya masyarakat Indonesia  cenderung memilih  Timumar (sosialisme) baik secara ekonomi, ekonomi dan politik dibandingkan bidang lainnya. Ini juga mencakup sentralisasi dalam pengambilan keputusan strategis. Manajemen strategis dalam konteks ini lebih cenderung bersifat otoriter dan top-down.
4. Masa Orde Baru
Prioritas utama pada awal orde baru adalah stabilitas politik dan ekonomi. Pada tahun 1966, inflasi sangat tinggi, mencapai 65%/tahun, oleh karena itu Pemerintah melaksanakan program-program yang ditujukan pada perekonomian keuangan negara, menjamin kebutuhan dasar penduduk, dan mengendalikan  inflasi yang tinggi, yaitu sangat mendesak. Pada tahun 1984, bangsa Indonesia mampu merasakan hasil berupa pengurangan jumlah penduduk miskin, tercapainya swasembada beras, upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat seperti jumlah peserta pendidikan  meningkat, kematian bayi menurun dan industrialisasi kemungkinan akan meningkat pesat. Langkah-langkah pengendalian preventif yang bertujuan untuk mengurangi jumlah kelahiran, yang  dikenal dengan program Keluarga Berencana (KB) dan menetapkan usia minimum bagi mereka yang ingin menikah, juga berhasil dilaksanakan di bawah aturan Komando Baru. Selain keberhasilan tersebut, terdapat juga dampak negatif dari kebijakan buruk Pemerintah Orde Baru, yaitu munculnya pencemaran lingkungan  akibat  rusaknya sumber daya alam, terjadinya ketimpangan ekonomi yang mencolok pada daerah dan kelompok yang ada di masyarakat  sangat berbeda, dan utang luar negeri meningkat.  Pada pemerintahan Orde Baru, berkembangnya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) menciptakan kartel dan perusahaan yang buruk. Pembangunan  mengutamakan  pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan keseimbangan pembangunan dalam bidang kehidupan politik dan masyarakat berkeadilan. Meskipun keberhasilan pembangunan dan laju pertumbuhan sektor ekonomi juga semakin meningkat, namun pembangunan yang dicapai pada tingkat nasional pada dasarnya lemah/sangat rapuh. Pada saat terjadi suatu masalah dan dalam situasi tertentu, pasar tidak dibiarkan untuk menentukan sendiri karena diharuskan adanya keterlibatan dari pemerintah saat menentukan kebijakan perekonomian secara terbatas yang merupakan penerapan dari teori yang dicetuskan oleh “Keynes tentang campur tangan pemerintah dalam bidang ekonomi”.
5. Orde Reformasi
Setelah Orde Baru runtuh, digantikan oleh Orde Reformasi. Presidennya adalah BJ Habibie, yang memprakarsai mandat reformasi dan  tidak mengambil tindakan signifikan terhadap isu-isu ekonomi. Kebijakannya mengutamakan pengendalian kebijakan. Belakangan, Presiden BJ Habibie digantikan oleh Presiden Abdurahman Wahid pada sidang MPR. Di bawah Presiden Abdurrahman Wahid, tidak ada tindakan signifikan yang diambil untuk mengeluarkan negara ini dari resesi. Padahal, banyak permasalahan ekonomi warisan Orde Baru yang perlu diselesaikan, antara lain korupsi, kolusi dan nepotisme, pemulihan ekonomi, kinerja BUMN, pengendalian inflasi, dan menjaga nilai tukar rupee. Setelah beberapa kali terjadi peristiwa, Megawati menggantikan Presiden Abdurahman Wahid.
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